Executive Summary

Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk merumuskan
kebijakan penataan organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan
demikian, pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai
masalah yang berkembang di daerahnya, sehingga program-program pembangunan menjadi lebih
efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah.

Sebagai salah satu kota administratif yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota
Bontang memegang peranan yang cukup penting dalam pembangunan di Kalimantan Timur maupun
secara nasional. Hal tersebut dikarenakan di Bontang terdapat dua perusahaan raksasa internasional
yaitu PT Badak NGL dan PT Pupuk Kaltim. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang perlu semakin diakselerasi. Berdasarkan
beberapa indikator perkembangan daerah Kota Bontang tahun 2017-2021 terlihat bahwa performa
pembangunan daerah Kota Bontang relatif sudah cukup baik. Namun mulai Tahun 2020, kinerja
indikator pembangunan daerah masih membutuhkan perhatian dan akselerasi, khususnya pada
ketangguhan daerah dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 dan upaya mencapai program
Walikota terpilih.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui naskah akademik ini Pemerintah Kota Bontang
melakukan evaluasi desain struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Bontang. Mengingat luasnya dimensi organisasi pemerintahan, maka naskah akademik ini dibatasi
pada besaran organisasi perangkat daerah Kota Bontang atau dengan kata lain lebih menyediakan
kerangka makro dari sebuah organisasi, sedangkan kebutuhan penguatan dimensi-dimensi
organisasi secara lebih spesifik perlu dilakukan terpisah agar dapat dicapai hasil yang optimal.
Urusan pemerintah yang menjadi fokus dalam naskah akademik ini ada 16, yaitu: Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan, Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, Uruan Pemerintahan
Bidang Kepemudaaan dan Olahraga, Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Urusan
Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pemerintahan
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Urusan Pemerintahan
Bidang Perindustrian, Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Urusan Pemerintahan Bidang
Kearsipan, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan
Pemerintahan Bidang Pertanahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan,
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset.

Penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bontang dilakukan
dengan memperhatikan beberapa hal, yakni pertama mengacu kepada UU No. 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta PP No.
72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Kedua,
secara aspiratif (bottom-up), penataan kelembagaan perangkat daerah pemerintah daerah harus
benar-benar memperhatikan kondisi obyektif daerah serta sasaran pencapaian cita-cita kepala
daerah terpilih (visi misi daerah serta potensi daerah). Ketiga mempertimbangkan aspek



produktivitas dan efisiensi perangkat daerah, serta mengakomodir tantangan yang akan dihadapi
oleh perangkat daerah.

Dari evaluasi yang dilakukan terjadi perubahan tipelogi urusan pada 9 urusan dari 16 urusan yang
dievaluasi. Urusan bidang kepemudaan dan olahraga turun dari A menjadi setingkat bidang. Urusan
bidang perumahan dan kawasan permukiman; koperasi dan UKM turun dari C ke setingkat bidang.
Urusan bidang perdagangan turun dari C menjadi setingkat bidang. Urusan bidang perpustakaan
turun dari B menjadi setingkat bidang. Urusan bidang kearsipan turun dari B menjadi C, dan
keuangan dari dua badan dengan tipe A turun menjadi satu badan tipe A. Adapun urusan bidang
yang mengalami peningkatan adalah urusan bidang kebudayaan dari setingkat bidang menjadi C
dan urusan bidang pariwisata dari setingkat seksi/ subbidang menjadi B. Perubahan ini sangat logis
terjadi, terutama terkait dengan sektor ekonomi yang terdampak akibat pandemi beserta dampak
ikutan lainnya. Perbedaan tipologi ini juga dikarenakan adanya perubahan luas wilayah kerja
Pemerintah Daerah Kota Bontang yang semula 497,57 km2 menjadi 285,96 km2. Perubahan luas
wilayah ini dikarenakan adanya pengurangan luas wilayah karena wilayah laut masuk kedalam
kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dari hasil evaluasi tersebut serta dengan melihat pencapaian visi misi serta optimalisasi
pengelolaan potensi daerah maka diusulkan dua model kelembagaan, yakni model kelembagaan
Ekstensi dan model kelembagaan Simetris. Model kelembagaan ekstensi merekomendasikan model
kelembagaan yang mengedepankan pemaduan peran, memberikan penguatan fungsi, dan
pengukuhan atas kinerja organisasi namun tetap mempertimbangkan faktor esensial dalam
pencapaian tujuan pemerintah. Penggabungan urusan yang serumpun juga memperhatikan capaian
Kinerja urusan serta untuk mengoptimalkan urusan yang menjadi program prioritas Kota Bontang
yakni salah satunya Program Pengembangan Pariwisata dan Budaya. Pada alternatif pertama ini 16
urusan direkomendasikan untuk dijalankan oleh 6 Dinas, 2 Badan. Hasil kajian ini jika dibandingkan
dengan kondisi eksisting, menunjukkan pengurangan jumlah perangkat daerah sebanyak 1 Badan
dari sebelumnya berjumlah 3 Badan menjadi 2 Badan.

Model kelembagaan Simetris merekomendasikan model kelembagaan yang berupaya untuk
mempertahankan kondisi keseimbangan saat ini serta menjaga harmonisasi kinerja organisasi,
moderat dan rasional. Adapun satu bidang urusan tertentu dilakukan penyatuan dalam rangka
efektivitas pelaksanaan tugas karena keterkaitan fungsi, serta saling keterdukungan urusan, seperti
urusan keuangan. Pada alternatif ini model kelembagaan yang diusulkan tidak jauh mengalami
perbedaan dengan struktur kelembagaan eksisting. Khusus urusan keuangan, penggabungan
dilakukan berdasarkan nilai akhir perhitungan berdasarkan PP 18 Tahun 2016, dimana hanya
dimungkinkan dibentuk dalam satu perangkat daerah, yakni Badan Tipe A.

Agar penataan kelembagaan berjalan dengan harmonis dalam mencapai visi dan misi
daerah, maka penataan kelembagaan harus diimbangi dengan penataan pada elemen-elemen lain
dari sistem pemerintahan daerah, seperti penataan SDM, penataan keuangan, kebutuhan sarana
dan prasarana, serta penataan mekanisme hubungan kerja antara unit-unit organisasi. Selain itu
penguatan proses bisnis daerah (lintas fungsi) perlu diperkuat untuk menciptakan kelembagaan
kolaboratif. Penguatan profesionalisme ASN, dan pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal
dan terintegrasi tetap perlu diciptakan dalam rangka mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi.



